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A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Penertiban

Rumah Kos dan Penginapan dalam Mendukung Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro menggunakan model evaluasi Context,

Input, Process, Product (CIPP) yang dikembangkan oleh Stufflebeam, dapat

disimpulkan sebagai berikut.

1.

Context (Konteks) menunjukkan bahwa kebijakan penertiban rumah kos
dan penginapan dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah rumah kos di
Kabupaten Bojonegoro yang diikuti dengan berbagai permasalahan, seperti
rumah kos yang belum memiliki izin, kurangnya pendataan identitas
penghuni, serta aktivitas yang berpotensi mengganggu ketentraman dan
ketertiban masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan
penertiban merupakan kebutuhan yang relevan untuk menjaga ketertiban
umum.

Input (Masukan) menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Bojonegoro
telah memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan
anggaran dalam melaksanakan kebijakan penertiban rumah kos dan
penginapan. Namun demikian, jumlah personel yang tersedia masih belum
sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan banyaknya rumah kos yang
harus diawasi sehingga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan

kebijakan.



3. Process (Proses) menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan
sesuai mekanisme yang ditetapkan melalui patroli rutin, Operasi Yustisi,
pendataan, koordinasi dengan instansi terkait, serta pembinaan kepada
pelanggar. Meskipun demikian, pelaksanaan penertiban masih menghadapi
beberapa hambatan, seperti keterbatasan personel, luasnya wilayah
pengawasan, keterbatasan anggaran operasional, dan kebocoran informasi
sebelum operasi dilaksanakan sehingga efektivitas pelaksanaan kebijakan
belum sepenuhnya optimal.

4. Product (Hasil) menunjukkan bahwa kebijakan penertiban rumah kos dan
penginapan telah memberikan dampak positif terhadap meningkatnya
kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan serta mendukung
terciptanya lingkungan yang lebih aman, tertib, dan kondusif. Namun
demikian, masih ditemukan beberapa pelanggaran sehingga kegiatan
pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan masih
diperlukan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa
kebijakan penertiban rumah kos dan penginapan di Kabupaten Bojonegoro telah
berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu,
diperlukan peningkatan sumber daya, penguatan koordinasi antarinstansi, serta
peningkatan intensitas pengawasan agar pelaksanaan kebijakan mampu memberikan
hasil yang lebih efektif dalam mendukung ketentraman dan ketertiban masyarakat.
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai



berikut.
1. Bagi Satpol PP Kabupaten Bojonegoro
Satpol PP Kabupaten Bojonegoro perlu meningkatkan intensitas
pengawasan dan patroli secara berkala, terutama pada wilayah yang memiliki
jumlah rumah kos tinggi. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi
dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pemerintah kecamatan,
pemerintah desa, serta RT/RW agar pengawasan terhadap rumah kos dapat
dilaksanakan secara lebih efektif. Satpol PP juga perlu mengoptimalkan
pemanfaatan teknologi informasi dalam pendataan rumah kos serta
mengusulkan penambahan personel dan sarana operasional guna
meningkatkan efektivitas pelaksanaan penertiban.
2. Bagi Pemilik Rumah Kos
Pemilik rumah kos diharapkan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap
ketentuan yang berlaku, seperti melengkapi perizinan usaha, melakukan
pendataan identitas penghuni, serta bekerja sama dengan aparat pemerintah
dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Kepatuhan tersebut akan
mendukung terciptanya lingkungan rumah kos yang tertib, aman, dan nyaman
bagi masyarakat.
3. Bagi Masyarakat
Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam menjaga
ketentraman dan ketertiban lingkungan dengan melaporkan apabila

ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi di rumah kos atau penginapan.



Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam
mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan penertiban rumah kos.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian
mengenai penertiban rumah kos dengan menggunakan pendekatan atau
model evaluasi kebijakan yang berbeda, seperti model William N. Dunn atau
George C. Edward III, maupun dengan pendekatan kuantitatif atau mixed
methods sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai

efektivitas kebijakan penertiban rumah kos dan penginapan.
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